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PENETAPAN
Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Una

sl 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat

Nikah antara:

Helvian, SH bin Manda, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe,

sebagai Pemohon I.

Yuliana binti Muliyadi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten

Konawe, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon lI;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon | dan Pemohon Il;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 03 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Unaaha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
279/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Pemohon | dan Pemohon I
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Puundoho,

Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka
dalam usia 31 tahun, dan Pemohon |l berstatus Perawan dalam usia 21
tahun;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab ayah
kandung Pemohon |l bernama Pak Muliyadi yang kemudian
menyerahkan perwaliannya kepada Pak Johar, PPN setempat untuk
menikahkan Pemohon Il dengan Pemohon I;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il bernama: Pak Sardin dan Pak Gasip., dengan mas kawin berupa
uang Rp 352.000,- dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah tinggal bersama di
Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe dan sampai
saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;

8. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sampai saat ini tidak
mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon | dan Pemohon I
tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan administrasi pernikahannya
sementara Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan pengesahan Nikah
untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon | dan Pemohon Il

9. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan permohonan ini agar
dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2020 di Desa Puundoho,
Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

10. Bahwa oleh karena Pemohon | dengan Pemohon Il saat ini telah

berkediaman tetap di Desa Puundoho yang merupakan wilayah Hukum
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, mohon kiranya agar
pernikahan para Pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan
Besulutu;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang
mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021 yang ditimbulkan
atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (Helvian bin Manda) dengan
Pemohon 1l (Yuliana binti Muliyadi) yang dilangsungkan pada
tanggal 28 Juli 2020 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu,
Kabupaten Konawe;

3. Membebankan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Unaaha tahun 2019;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Agustus 2021
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon |

dan Pemohon II;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon | dan Pemohon I
telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing
bernama:

1. Sardin bin Ladio, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan
Besulutu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

— Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dan Pemohon II,
karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;

— Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 di
Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

— Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

— Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Pemohon Il bernama Muliyadi dan dinikahkan oleh Johar
selaku Imam Desa setempat;

— Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sardin dan Gasip;

— Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima
puluh dua ribu rupiah);

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikabh;

— Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum
dikaruniai anak;

— Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan
dengan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

— Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon II dinyatakan sah untuk
dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon | dan

Pemohon II;
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2. Gasif bin Samudu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Puundoho,
Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il dan saksi
mengetahui pernikahan Pemohon | dan Pemohon I, karena saksi
menghadiri pernikahan tersebut;

— Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 di Desa
Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

— Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

— Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Pemohon Il bernama Muliyadi dan dinikahkan oleh Johar
selaku Imam Desa setempat;

— Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sardin dan Gasip dan
maharnya berupa uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh
dua ribu rupiah);

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikabh;

— Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum
dikaruniai anak;

— Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan
dengan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

— Bahwa Pemohon | juga tidak lagi memiliki isteri selain Pemohon Il;

— Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dinyatakan sah untuk
dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan telah

mencukupkan alat-alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya
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secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Puundoho,
Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe telah mengajukan permohonan
itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Unaaha,;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon |
dan Pemohon Il disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan
Pengumuman Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 04 Agustus 2021
sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
sanggahan kepada Pengadilan Agama Unaaha selama 14 (empat belas) hari
sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada
persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas
permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon | dan
Pemohon Il didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon
I dengan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28
Juli 2020 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe,
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Muliyadi, dengan
maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua

ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sardin dan Gasip;
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Menimbang, bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan
Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu
perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang
siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk
menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus
membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Pemohon | dan
Pemohon Il dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon | dan Pemohon II, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon | dan
Pemohon II mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon II, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon | dan Pemohon
Il bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalii Pemohon | dan Pemohon II
dikaitkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan kedua saksi
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam berdomisili dalam

wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha;
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2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 28 Juli 2020 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten
Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Muliyadi
yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Johar,
dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima
puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah
masing-masing bernama Sardin dan Gasip;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

4. Banwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan nikah
baik menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon II;

6. Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il telah tinggal bersama
dalam satu keluarga, namun belum dikaruniai anak;

7. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam;

8. Bahwa selama pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan itsbat
nikah untuk dipergunakan sebagai syarat penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 28 Juli 2020 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten
Konawe;

- Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan
berdasarkan Syari’at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
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masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan
ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor
154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal
tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut
peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan
a quo, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat
perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika
dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan
bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak
melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan
yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah
menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam
huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika

dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi
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Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengitsbatkan pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam
Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih
menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

dose Cpaaldiy (Jy gad e dlagpdiy daua )83 31l o sl el A
Artinya: “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan
harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya

seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:
dagll cid geell By o Ay g cagd 11
Artinya :“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya
yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas
pernikahannya”,

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 di Desa Puundoho,
Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5
Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon |
dan Pemohon Il untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon | dan Pemohon 1
berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten
Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Agama Unaaha Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Una tanggal 02 Agustus 2021
tentang pemberian izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) kepada
Pemohon | dan Pemohon Il, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA
Pengadilan Agama Unaaha Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
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dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Helvian, SH. bin Manda)
dengan Pemohon Il (Yuliana binti Muliyadi) yang dilaksanakan pada
tanggal 28 Juli 2020 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten
Konawe;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu,
Kabupaten Konawe;

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha
Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh
ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Unaaha pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Hasnawati,
S.HI sebagai ketua majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.HI dan Nurul Aini,
S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis
beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal,

S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon II.
Hakim-hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI Hasnawati, S.HI
ttd
Nurul Aini, S.HI
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Panitera Pengganti,
ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses/ATK :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 140.000,00
- PNBP Panggilan: Rp  20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).
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